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Ujaran kebencian telah menjadi tantangan signifikan di Indonesia, sebuah
negara yang menjunjung tinggi norma hukum dan prinsip equality before the law.
Fenomena ini, yang seringkali diperparah oleh penggunaan media sosial, tidak
hanya merusak keharmonisan dan persatuan masyarakat yang beragam, tetapi juga
menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Putusan pengadilan dalam kasus
ujaran kebencian menjadi krusial sebagai instrumen penegakan hukum dan
pembentukan norma sosial, yang mencerminkan interaksi kompleks antara aspek
sosiologis, antropologis, dan yuridis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis
bagaimana hukum, khususnya dalam perspektif Islam, diterapkan dalam menangani
kasus-kasus ini, serta bagaimana putusan tersebut berkontribusi pada pemulihan
nilai-nilai toleransi dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada
analisis dan pemahaman hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik
tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi
putusan pengadilan terkait kasus ujaran kebencian, seperti Perkara Nomor
370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel (Dhani Ahmad Prasetyo), Nomor
58/Pid.Sus/2019/PT.DKI (Dhani Ahmad Prasetyo), Nomor
1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor
117/PID/2017/PT.DKILJKT (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor 11
PK/PID/2018 (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Nomor
1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel ~ (Muhammad  Yahya  Waloni),  Nomor
828/Pid.Sus/2020/PN  Dps (I Gede Aryastina alias Jerinx), Nomor
866/Pid.Sus/2020/PN Stb (Fery Syahputra alias Fery Kiting). Bahan hukum
sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, artikel, dan jurnal yang
membahas teori hukum dan analisis kasus, sementara bahan hukum tersier berupa
ensiklopedia hukum digunakan untuk informasi tambahan. Data dianalisis dengan
membandingkan putusan pengadilan dengan literatur hukum dan ensiklopedia
untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika ujaran kebencian di
Indonesia sangat kompleks, melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan antropologis.
Secara yuridis, tantangan muncul dari penafsiran dan penerapan pasal-pasal seperti
UU ITE dan KUHP, serta pembuktian niat dan legal standing pelapor, seperti yang
terlihat dalam kasus Ahmad Dhani, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jerinx, dan
Fery Syahputra. Sosiologis, kasus-kasus ini menyoroti polarisasi masyarakat, peran
media sosial dalam penyebaran informasi, dan dampak pada kohesi sosial serta
kepercayaan terhadap institusi. Antropologis, problematika berkaitan dengan
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interpretasi simbol, diksi, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi konflik. Dalam
perspektif hukum Islam, ujaran kebencian dikategorikan sebagai jarimah ta'ziriyah,
yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri berdasarkan kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah), dengan tujuan pencegahan (zajr), perbaikan (islah), dan
perlindungan masyarakat (magasid syariah). Putusan pengadilan, meskipun tidak
secara langsung mengadopsi figih jinayah, menunjukkan keselarasan filosofis
dengan konsep ta'zir dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
sosial. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan hukum restoratif sangat penting
untuk menangani ujaran kebencian secara lebih efektif, dengan mengedepankan
dialog, toleransi, dan pemulihan hubungan sosial.
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Hate speech has become a significant challenge in Indonesia, a country that
upholds the rule of law and the principle of equality before the law. This
phenomenon, often exacerbated by the use of social media, not only undermines
the harmony and unity of a diverse society but also generates social tensions and
conflicts. Court rulings in hate speech cases are crucial as instruments of law
enforcement and the establishment of social norms, reflecting the complex
interaction between sociological, anthropological, and legal aspects. Therefore, it
IS important to analyze how the law, particularly from an Islamic perspective, is
applied in addressing these cases, as well as how these rulings contribute to the
restoration of tolerance values and the development of an inclusive society.

This research employs a normative legal approach, which focuses on the
analysis and understanding of law based on applicable norms, both written and
unwritten. The primary legal materials used include court rulings related to hate
speech cases, such as Case Number 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel (Dhani Ahmad
Prasetyo), Number 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI (Dhani Ahmad Prasetyo), Number
1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number
117/P1D/2017/PT.DKILJKT (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number 11
PK/PID/2018 (Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok), Number
1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel ~ (Muhammad  Yahya  Waloni),  Number
828/Pid.Sus/2020/PN Dps (I Gede Aryastina alias Jerinx), Number
866/Pid.Sus/2020/PN Stb (Fery Syahputra alias Fery Kiting). Secondary legal
materials include legal literature such as books, articles, and journals that discuss
legal theories and case analyses, while tertiary legal materials in the form of legal
encyclopedias are used for additional information. The data is analyzed by
comparing court rulings with legal literature and encyclopedias to achieve a
comprehensive understanding.

The research findings indicate that the issue of hate speech in Indonesia is
highly complex, involving legal, sociological, and anthropological aspects. Legally,
challenges arise from the interpretation and application of articles such as the ITE
Law and the Criminal Code, as well as the proof of intent and legal standing of the
complainant, as seen in the cases of Ahmad Dhani, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok), Jerinx, and Fery Syahputra. Sociologically, these cases highlight the
polarization of society, the role of social media in the dissemination of information,
and the impact on social cohesion and trust in institutions. Anthropologically, the
issues relate to the interpretation of symbols, diction, and cultural values that

viii



influence conflicts. From an Islamic legal perspective, hate speech is categorized
as jarimah ta'ziriyah, with sanctions determined by ulil amri based on public
interest (maslahah ‘ammah), aimed at prevention (zajr), reform (islah), and
community protection (magasid syariah). Court rulings, although not directly
adopting figh jinayah, demonstrate a philosophical alignment with the concept of
ta'zir in maintaining justice, legal certainty, and social benefit. Therefore, the
development of restorative legal policies is essential for addressing hate speech
more effectively, emphasizing dialogue, tolerance, and the restoration of social

relationships.
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